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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern seperti halnya keadaan sekarang ini banyak muncul
berbagai jenis profesi baru yang sangat potensial dalam menghasilkan suatu
kekayaan dan juga dalam jumlah yang besar. Dengan keadaan demikian,
memuncukan pertanyaan-pertanyaan yang baru dalam figh. Terdapat
diantaranya bagaimana hukum figih islam sendiri memandang tentang hukum
zakat profesi. Apakah zakat profesi sendiri termasuk kedalam bagian dari zakat
dalam islam, Ataukah aturan tersebut adalah aturan yang bersifat kontemporer

dalam hukum islam.

Ini sangat menarik sekali untuk dikaji, wacana baru zakat profesi cukup
andil dalam menggugah kesadaran para pegawai, karyawan maupun kalangan
profesional khususnya di, Indonesia untuk berzakat. Meskipun hal ini tidak
terdapat di dalam Al-Qur’an dan juga As-Sunnah dalam menetapkan hukum
zakat profesi tersebut. dan begitu juga terhadap ulama Mujtahid seperti Abu
Hanifah,Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal. Dan tidak juga memuat
dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. seiring perkembangan
zaman maka semakin kompleks profesi-profesi yang muncul dan hal tersebut
menimbulkan perbedaan pandangan dan pendapat diantara para ulama

tentunya terkait hukum, ketentuan nishab, kadar bahkan juga perbedaan dalam



haulnya. Perbedaan ulama dalam permasalahan zakat profesi timbul dari dalil-

dalil yang berbeda dalam menetapkan status hukum zakat profesi.

Dengan demikian, melahirkan istinbath hukum yang juga berbeda-beda
diantara para ulama. Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam
menganalisa penetapan zakat profesi, ternyata sebagian besar dalil tersebut
memiliki makna yang mujmal (global) yang perlu tafshil (perincian) yang jelas.
Akan tetapi terkadang masih terdapat lafal musytarak, sehingga harus mencari

pemaknaan yang tegas yang menyatakan diwajibkannya zakat profesi. !

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (nuwuw) dan bertambah (ziyadah).
Jika diucapkan zaka al-zar’, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan
bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafagah, artinya nafkah tumbuh dan

bertambah jika diberkati.

Adapun zakat menurut syara’ berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari)
harta. Madzhab Maliki. mendefinisikannya. dengan- mengeluarkan sebagian
harta khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab atau batas
kuantitas yang mewajibkan zakat kepada orang-orang yang berhak
menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl

(setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. 2

! Fuad Riyadi, kontroversi zakat profesi persfektif ulama kontemporer, Ziswaf Vol 2 No 1
Juni 2015 hal 109-110

2 Wahbah Al-Zuhayly, zakat, kajian berbagai madzhab, Penerbit asli Dar Al-Fikr
Damaskus, Remaja Rosdakarya Offset Bandung



Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat “menjadikan sebagian harta
yang khusus dari yang harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus
yang ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT”. Yang dimaksud dengan
bagian yang khusus ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Dan maksud dari harta
yang khusus disini adalah nishab yang ditentukan oleh syari’at. Begitu pula
dengan maksud orang yang khusus dengan pengertian bahwa oarng yang

berhak dalam menerima zakat tersebut.

Madzhab Imam Syafi“l berpendapat bahwa zakat adalah wajib bagi
orang Yyang beragama islam, merdeka, wajib mengeluarkan zakatnya,
pembantu dan kerabatnya. Setelah apa saja yang dibutuhkan dari segala yang
berlaku menurut adat kebiasaan. Sedangkan menurut Madzhab Hanbali, zakat
ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok

yang khusus pula.®

Dalam KBBI.web.id, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi

pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu.*

Kata profesi sendiri berasal dari bahasa latin “proffesio” yang
mempunyai dua defenisi yaitu janji/ikrar dan juga pekerjaan. Jika artinya
dibuat kedalam arti yang lebih luas menjadi kegiatan apa saja dan termasuk

siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian

® ibid

4 https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses tgl 12/7/19:14:20



https://kbbi.kemdikbud.go.id/

tertentu. Sedangkan jika diartikan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan

yang daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik.

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan
pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf Al-Qardawi lebih jelas
mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan
uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa

kepada orang lain.

Zakat profesi bisa juga diartikan sebagai penerimaan-penerimaan yang
dihasilkan atau diperoleh oleh seseorang dari hasil bisnis, tanah, pekerjaan atau
profesi, investasi, dan sebagainya dalam waktu tertentu.contohnya profesi
sebagai dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dll. > Maka dapat
disimpulkan bahwa zakat profesi itu ialah zakat yang dikeluarkan dari hasil
usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil berupa uang ataupun berupa
harta yang relatif banyak dan cara mendapatkannya dengan sangat mudah, bai

itu melalui suatu keahlian tertentu maupun tidak. °

Zakat profesi tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa
Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika
mulai muncul gagasan zakat profesi ini. zakat profesi sendiri digagas oleh

Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Figh Az-Zakah, kajian dan juga

> H.Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, cet ke 10 thn 1997 oleh PT Toko Gunung Agung
Jakarta, hal 226

& Supriatna (skripsi), Pendapat Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah
Persatuan Islam Bandung Tentang Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi, Bandung 2001/1422 H,
hal 25



praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an
akhir dan awal tahun 2000-an. Khusnya setelah kitab Yusuf Qardhawi
diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan diterjemahkannya itu oleh Didin

Hafidhuddin dengan judul Figih Zakat yang terbit pada tahun 1999.

sehingga menimbulkan pebedaan pendapat diantara para ulama lebih
khususnya perbedaan pendapat dari ulama Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-
Zuhaili. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa profesi merupakan
usaha-usaha yang baru dikenal pada masa pensyari’atan dan juga dalam
penetapan hukum islam. Oleh karena itu, hal yang wajar saja jika kita tidak
menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas ataupun secara tersurat baik yang

terdapat didalam Al-Qur’an dan al-Sunnah.

Dari pendapat tentang zakat profesi tersebut maka dengan dasar hukum
yang dijadikan sebagai landasan nya yaitu Ta 'min al makna (perluasan makna
lafaz). Dalam hal zakat profesi ini dapat ditetapkan dengan cara melakukan
perluasan makna lafaz yang terdapat dalam firman Allah, QS Al-Bagarah

(2):267,
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“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi
untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk laku kamu
nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan



dengan memicingkan mata terhadap nya, dan ketauhilah bahwa Allah maha
299 7

kaya lagi maha terpuji”.

Kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat diatas pada dasarnya
lafal ‘am, ulama kemudian memberikan pembatasan pengertiannya terhadap
beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta

perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan.

Dasar hukum lainya juga adalah dengan melihat kepada tujuan
disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan juga mengembangkan
harta, serta dapat menolong para mustahiq (orang-orang yang berhak
menerima zakat). Dan bisa juga sebagai cerminan rasa sebuah keadilan yang
sudah merupakan ciri uatama ajara islam, yaitu kewajiban zakat pada semua
penghasilan dan juga pendapatan tentunya. Dengan dasar hukum yang diatas
maka sebagian ulama berkeyakinan zakat profesi itu adalah wajib, seperti
ulama Yusuf Qardhawi. Dalam keumuman nash Al-Qur’an surah Al-Bagarah:
267, maka jenis profesi 'apapun - yang ' dimana profesi tersebut bisa
menghasilkan uang yang mencapai ' satu nishab maka itu wajib untuk

dikeluarkan zakat nya.®

Berikut pendapat daripada Yusuf Qardhawi yang lebih menekankan
kepada wajibnya zakat profesi tersebut. Beliau adalah salah satu ulama yang

mempopulerkan tentang zakat profesi. Al-Qardhawi membahas masalah itu

" Al-qur’an terjemahan Al-jumanatul Ali , Departemen Agama RI,CV penerbit J-ART
2004

& Yusuf Qardhawi, Hukum zakat, studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat
berdasarkan qur’an dan hadist, hal 480



dalam bukunya Figih Zakat yang merupakan sebuah hasil disertasinya di

Universitas Al-Azhar, dalam bab zakat hasil pekerjaan dan profesi.

Yusuf Qardhawi bukanlah orang yang pertama kali yang membahas
tentang masalah ini (zakat profesi) jauh dari sebelumnya sudah ada juga ulama
yang membahas tentang masalah ini seperti ulama Abdurrahman Hasan,
Syeikh Muhammad Abu Zahrah, termasuk juga ulama besar yaitu Abdul
Wahab Khallaf. Akan tetapi dalam kitab Fighuz Zakah oleh Yusuf Qardhawi
ini membuat beliau semakin dikenal dan dijadikan sebagai rujukan yang paling

utama dalam hal membahas Zakat Profesi.

Dan lebih singkatnya, inti daripada hasil pemikiran Al-Qardhawi, bahwa
penghasilan ataupun suatu profesi wajib dikeluarkan zakatnya ketika pada saat
diterima, dan tentunya dalam hal ini sudah sampai pada nishab dan setelah
dikurangi untuk hutang. Dan menurut pendapat Al-Qardhawi bahwa dalam
pengeluaran zakat profesi ini dapat dikeluarkan dalam bentuk harian,

mingguan, ataupun bulanan.

Jika kita lihat dari penjelasan diatas maka disinilah letak permasalahan
yang menjadi peganganan pendapat Al-Qardhawi, dalam syarat-syarat harta
yang wajib dizakati itu selain zakat pertanian dan juga barang tambang. Dalam
konteks ini dalam kepemilikannya haruslah mencapai dalam waktu satu tahun
ataupun yang sering disebutkan dengan haul. Akan tetapi Al-Qardhawi dan
juga para pendukung pendapat Al-Qardhawi berkeinginan agar zakat gaji dan

juga dari berbagai pemasukan dari berbagai jenis profesi itu wajib dikeluarkan



atau wajib dibayarkan meskipun belum dimiliki dalam waktu satu tahun atau

belum mencapai haulnya.

Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama Wahbah Az-
Zuhaili yang bertolak belakang dari pendapat Yusuf Qardhawi tersebut. yang
dimana Wahbah Az-Zuhaili tidak mewajibkan zakat atas profesi,akan tetapi
beliau memberikan toleransi kepada yang mewajibkan zakat profesi
tersebut.dengan mengungkapkan besaran dalam pengeluaran zakat profesi
tersebut sebesar 2,5% baik itu yang sudah mencapai satu haul dan merupakan

laba.®

Dasar hukum yang digunakan dalam penolakan zakat profesi yaitu, Takhsis
al am. Dalam cakupan makna lafaznya yang terdapat dalam firman Allah QS

AL-Bagarah (2):267
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“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi
untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mengambilnya melainkan
dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha
kaya lagi maha terpuji ”. 1°

9. WahbahAz-Zuhaili, figih islam wa adillatuhu 3 cet 1 Jakarta Gema Insani,2011 hal
279.

10, Alqur’an terjemahan, Al-jumanatul Ali,2004 Departemen Agama RI.CV penerbit J-
ART



Dalam kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat diatas pada
dasarnya yaitu lafal am, yang kemudian ulama memberikan takhsish/taqyid
(pembatasan) pengertiannya itu terhadap beberapa jenis usaha ataupun harta
yang wajib dizakatkan. Termasuk harta perdagangan, emas dan juga perak,
serta hasil pertanian dan juga peternakan. Sehingga dalam pandangan Wahbah
Az-Zuhaili jelas bahwa alasan tersebut bukanlah dalil Al-Qur’an yang secara

jelas mejelaskan tentang wajibnya hukum zakat profesi tersebut.

Dalam kitab yang digagas oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili yaitu kita fighul
islami wa adillatuhu ,beliau menyebutkan bahwa dalam suatu pekerjaan
adakalanya bebas yang tidak terikat dengan Negara, seperti dalam profesi
dokter, arsitektur, pengacara, penjahit, tukang kayu, dan termasuk juga pekerja
bebas yang lainnya. Akan tetapi adakalanya juga terikat dengan tugas yang
berafilisasi ke Negara atau yang semisalnya seperti yayasan dan juga

perusahaan yang umum dan juga perusahaan yang khusus.!

Yang sudah. ditetapkan dalam empat Madzhab ialah yaitu tidak ada
zakat di dalam suatu laba hingga sudah mencapai nisab dan juga haul nya.
Dalam pandangan selain Syafi’iyah itu adalah wajib dikeluarkan zakat dari
harta yang disimpan semuanya, sekalipun itu dari saat terakhir sebelum
habisnya haul, sesudah mencapai asli nisabnya. Dengan maksud nya ialah
wajib dikeluarkan zakat dari laba hanya dengan memperolehnya, sekalipun

belum juga mencapai haul (satu tahun).

11 Ipid, Wahbah Az-Zuhaili hal, 279



Zakat gaji, upah, honorium, dan lainnya serta pendapatan kerja profesi
tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan
nishab. Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nishab zakat profesi di
giyas-kan atau di analogikan dengan nishab kategori aset wajib zakat keuangan
yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya
telah melampaui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari
hasil kerja profesi (pasif income) para figaha berpendapat bahwa nishab
zakatnya dapat di analogikan dengan zakat hasil perkebunan dan juga
pertanian yaitu 750 kg beras, dari bersih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak

disyaratkan kepemilikan satu tahun.

Hanya saja, setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2000 yang
diberlakukan mulai Tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7
Tahun 1953 tentang pajak penghasilan (pasal 4 ayat 3). Maka kewajibannya
zakat dari penghasilan professional jenis ini harus dikalikan sebesar 2,5 %
sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul. Hal ini dikarenakan UU tersebut
tidak secara jelas mendefenisikan penghasilan dari aset wajib zakat yang

dimaksud. 2

Perbedaan pendapat diantara para ulama khususnya Yusuf Qardhawi
dan Wahbah Az-Zuhaili yang bertolak belakang antara pendapat masing-
masing ulama tersebut tentang bagaimana status hukum zakat profesi tersebut.

sehingga dalam pandangan Al-Qardhawi zakat profesi itu adalah wajib

10

12 M.Arief Mufraini, Akuntansi Manajemen Zakat, mengomunikasikan kesadaran dan

membangun jaringan, Jakarta Kencana 2006, hal 80-81



sedangkan dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili tidak mewajibkan zakat
profesi tersebut.sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi yakni
“STATUS HUKUM ZAKAT PROFESI MENURUT DR.YUSUF AL-

QARDHAWI DAN DR. WAHBAH AZ-ZUHAILI".

. Rumusan Masalah

Dalam menetapkan status hukum zakat profesi begitu banyak diantara
para ulama kontemporer khusunya yang mempermasalahkan tentang hukum
zakat profesi tersebut. Dalam penelitian ini khususnya yang akan mengupas
atau membahas tuntas tentang pendapat Yusuf Al-Qardhawi yang mewajibkan
zakat profesi tersebut dengan ulama Wahbah Az-Zuhaili yang sangat bertolak

belakang dengan pendapat Al-Qardhawi tersebut.

Karena merujuk dari masalah tersebut maka dapat disusun pertanyaan

sebagai rumusan masalahnya sebagai berikut:

Bagaimana pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai
status hukum zakat profesi?

. Apa metode istinbath hukum yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah
Az-Zuhaili dalam menetapkan status hukum zakat profesi?

Apa persamaan dan perbedaan pendapat dari penetapan status hukum zakat
profesi yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili?

. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili

mengenai status hukum zakat profesi.

11



2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Yusuf
Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili dalam menetapkan status hukum zakat
profesi.

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat dari penetapan status

hukum zakat profesi olehYusuf Al-Qardhawi dengan Wahbah Az-Zuhaili.

D.Kegunaan penelitian

Dalam penelitian ataupun pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh
penulis, diharapkan bisa memberikan manfaat yang baik baik itu secara teoritis
maupun secara praktis bagi selurun masyarakat yang terkait dan juga yang

tertarik khusunya dengan pengetahuan tentang ilmu hukum yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak
yang mebutuhkan baik itu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan

khususnya yang mengupas tentang menyikapi hukum kontemporer.

2. Kegunaan praktis

Memperluas pengetahuan dan juga memperluas keilmuan khususnya dalam

bidang hukum figih yang bersifat kontemporer.

E. Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan pustaka

Dalam hal pembahasan status hukum zakat profesi sebenarnya sudah

begitu banyak yang sudah membahas hal demikian baik itu terdapat dalam

12



buku dan juga dalam jurnal. Tradisi akademik yang pada zaman sekarang
bahwa selalu ada keterkaitan antara penulis yang sebelumnya ataupun yang

sudah digagas oleh generasi sebelumnya.

Dilihat dari faktor ini maka penulis ingin menelaah lebih jauh dan lebih
terperinci tentang kelanjutan status hukum zakat profesi, dengan melihat
literatur yang mempunya hubungan pembahasan tentunya dengan penulisan
dan juga objek peneitian. Diantaranya beberapa yang membahas mengenai

status hukum zakat profesi sebagai berikut:

Dalam buku “Zakat kajian dari berbagai Madzhab ” karya Dr.Wahbah
Az-Zuhaili, dijelaskan dalam buku tersebut bahwa, pengertian zakat dan
pandangan dari ulama yang sangat populer yang yaitu dalam madzhab yaitu
madzhab Hanbali,Syafi’i,Hanafi,Maliki. Dijelaskan bahwa zakat profesi
dalam pandangan para penggagasnya memberikan defenisi sebagai zakat yang
dimana pada setiap pekerjaan ataupun dalam keahlian tertentu yang dimiliki
oleh orang tertentu pula. Baik- keahlian terssebut yang dilakukan sendiri dan
juga bersama orang lain (dalam lembaga lain). Tentunya yang mendatangkan
penghasilan baik dalam hal yang berupa uang yang sudah memenuhi nishab.
Lebih jelasnya dalam profesi dokter, konsultan, dosen, arsitek dan lain

sebagainya.®®

13 Wahbah Az-Zuhaili,zakat kajian berbagai madzhab, Remaja Rosdakarya Offset

Bandung
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Dalam jurnal “kontroversi zakat profesi persfektif ulama
kontemporer”, menjelaskan tentang bagaimana pendapat ulama kontemporer

terkait dengan hukum zakat profesi.*

Dalam buku “figih islam wa adillatuhu” dijelaskan bahwa, pendapat
dari ulama kontemporer yaitu pendapat Dr.Wahbah Az-Zuhaili. Menjelaskan
tentang bagaimana nishab dari zakat profesi yang harus dikeluarkan dan juga
menjelaskan tentang seorang muslim yang sudah mengeluarkan zakat profesi
atau zakat penghasilan ketika pada waktu mendapatkannya, maka ia tidaklah
wajib mengeluarkan zakat kembali ketika sudah mencapai satu haul

sekalipun.t®

Dalam buku “panduan praktis tentang zakat,infaq, sedekah” yang
digagas oleh Didin Hafidhuddin, menjelaskan bahwa zakat profesi itu zakat
yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik
profesi yang dikerjakan sendiri maupun dengan’' lembaga yang lain tentunya

yang menghasilkan uang yang sudah mencapai dalam satu nishab.®

Dalam buku “hukum zakat” dijelaskan mengenai pendapat dari
Dr.Yusuf Qardhawi yang mewajibkan zakat profesi dengan berlandaskan dalil

QS.Al-Bagarah:267. 7.

4 Fuad Riyadi, kontroversi zakat profesi persfektif ulama kontemporer Vol 2 No 1, Juni
2015

15 Wahbah Az-Zuhaili,figih islam wa adillatuhu (terjemahan), jilid 3, cet 1 Jakarta,Gema
Insani 2011

16 Didin hafidhuddin,panduan praktis tentang zakat,infaq, sedekah.

17yusuf Qardhawi,figih az-zakah/hukum zakat (terjemahan), PT Litera AntarNusa
kalimalang pondok kelapa,Jakarta
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Dalam skripsi “zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi” didalam
pembahasannya menjelaskan tentang bagaimana konsep pemikiran Yusuf
Qardhawi dalam menetapkan zakat profesi dengan lebih kepada mewajibkan
zakat profesi dengan berdasarkan dalil Q.S Al-Bagarah ayat 267. yang dimana
beliau menganalogikan keumuman makna ayat tersebut dengan menyangkut
kepada usaha apa saja alias kepada profesi apa saja,yang bisa mendatangkan
penghasilan yang lebih besar dan dikerjakan dengan kecekatan tangan dan juga

kecepatan otak dalam mengembangkan suatu ide tersebut.*®

Dalam buku “Problematika Zakat Profesi dan solusinya” yang dimana dalam
pembahasan yang ada didalam buku ini ialah khusus menganai zakat profesi,
sehingga didalamnya membahas mengenai pengertian dan sejarah zakat profesi.
Dan didalam buku ini juga dibahas mengenai konsep zakat profesi itu seperti apa.
Dan lebih jelasnya dilihat dari segi teoritiknya yaitu dalam landasan pragmatic
zakat profesi tersebut, zakat profesi dalam “lintasan sejarah, dan peranan

pemerintah dan juga ulama dalam pengelolaan zakat. *°

Dalam skripsi Rana Dariana tentang ““studi terhadap pendapat Yusuf Qardhawi
tentang pemberian zakat kepada muallaf” penulis mengambil pembahasan

mengenai biografi Yusuf Qardhawi sendiri. 2°

18 Asep Wiyandi, zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi UIN Sunan Gunung Dijati
Bandung 2005

1 Muhammad Hadi,M.HI,Problematika Zakat Profesi dan Solusinya,Pustaka Pelajar,
Oktober 2010,Cetakan I,

20 Rana Dariana skripsi, studi terhadap pendapat Yusuf Qardhawi tentang pemberian zakat
kepada muallaf,Bandung 1999 M/1420 H hal 16



Di dalam jurnal Muhammad Aziz dan Sholikah tentang “metode istinbath
hukum zakat profesi persfektif Yusuf Qardhawi dan implikasinya terhadap
pengembangan objek zakat di Indonesia”. Sehinga dalam pembahasan dalam
jurnal ini lebih menegaskan kepada metode istinbath hukum Yusuf Qardhawi
dalam menetapkan zakat profesi. Akan tetapi, tidak luput juga beliau lebih
memperjelas bagaimana Yusuf Qardhawi mengambil dalil wajibnya zakat

profesi. 21

Di dalam buku “Akuntansi Manjemen Zakat’ di dalam buku ini dijelaskan
secara detail mengenai pengertian daripada profesi dan juga pengertian daripada
zakat profesi itu sendiri. Juga membahas mengenai kategori dalam zakat profesi
itu apa saja dan ruang lingkup kategori aset yang wajib juga di zakati, sehingga

secara jelasnya juga mengupas bagaimana ketentuan nishab zakat profesi. 22

Dalam buku “Fiqih lengkap segala hal tentang kewajiban zakat dan cara
membaginya” dalam buku menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan zakat
dan ketentuan dalam kewajiban zakat atas seseorang, sehingga dalam buku ini

juga membahas mengenai cara untuk mengeluarkan zakat itu seperti apa. 22

16

21 Muhammad Aziz & Sholikah, metode istinbath hukum zakat profesi Yusuf Qardhawi dan
implikasinya terhadap pengembangan objek zakat di Indonesia, STAI al-hikmah Tuban,& STITMA
( sekolah tinggi ilmu tarbiyah makhdum lIbrahim) Tuban, Ulul Albab Volume 16 No 1 tahun 2015,

hal 100.

22 M. Arief Mufraini,LC.,M.Si, Akuntansi Manajemen Zakat mengomuikasikan kesadaran
dan membangun jaringan, Perpustakaan Nasional, Kencana Prenada Media Group, 2006, Edisi

pertama, Cetakan ke 1 April 2006, cetakan ke 2, 2 April 2008, cetakan ke 3,Juni 2012,
2 El-Madani figih zakat lengkap segala hal tentang kewajiban zakat dan cara

membaginya, DIVA Press
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Di dalam buku “Ensiklopedia Puasa dan Zakat” di dalam buku ini
memabahs tuntas mengenai zakat dan juga menyinggung juga tentang zakat
profesi. Seorang pegawai ataupun karyawan yang menerima gaji bulanan atau
mingguan dengan yang semisalnya yakni tidak akan keluar dari dua kondisi: yang
pertama, ia memiliki harta yang mencapai nishab kemudian ia kembangkan uang
gajinya setiap bulan sebagai tambahan untuk harta yang sudah ia miliki, dan yang
kedua, ia tidak memiliki harta yang mencapai nishab, dan kemudian ia hanya

mengembangkan gaji yang ia terima setiap bulan. 24
b. Kerangka teori

Secara keseluruhan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT atas hambanya
dalam bentuk perintah ataupun larangan semua yang didalamnya ialah mengandung
maslahah. Seluruh suruhan dari Allah bagi manusia dengan tujuan untuk
melakukan perintah tersebut mengandung manfaat untuk dirinya baik secara
langsung maupun secara tidak langsung. Dan suatu manfaat itu bisa dirasakan
secara pada waktu itu juga dan ada juga yang didapatkannya manfaat itu
sesudahnya. Sebagai contoh Allah memerintahkan untuk menuanaikan sholat
sehingga manfaat nya bisa dirasakan dengan mendapatkan ketenangan rohani dan

mendapatkan kebersihan jasmani.

Sehingga begitu juga dengan semua hal yang dilarang oleh Allah untuk dijauhi

oleh manusia, karena dibalik larangan tersebut terdapat sevuah kemaslahatan yaitu

24 Syaikh Abu Malik Kamal Bin As-Syayyid Salam Ensiklopedia Puasa dan Zakat hukum
seputar puasa dan zakat, Roemah Buku Sidowayah, Ngreco, Weru, Sukoharjo,Solo Cetakan |
Agustus 2010, hal 183-184
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dengan terhindarnya manusia dari kerusakan serta terhindar juga dari kebinasaan
oleh Allah. Sebagai contoh Allah melarang untuk meminum minuman keras yang
semuanya itu hanya untuk menghindarkan manusia dari mabuk yang dapat merusak

tubuh tentunya, jiwa serta dapat merusak akal sehat.

Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang sudah
ditetapkan oleh Allah SWT. namun diantara para ulama tersebut masih berbeda-
beda pendapat tentang apakah dengan adanya maslahah itu Allah menetapkan

hukum syara’.?®

Akan tetapi adanya perbedaan pendapat diantara para ulama tersebut tidaklah
memberikan pengaruh apa-apa secara praktis dalam hukum. Terlepas dari
perbedaan pendapat tersebut yang secara jelasnya kita mnegetahui bahwa setiap
perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan manusia,dalam dalam
perbuatan tersebut terdapat hukum syara’ yang didalamnya itu termasuk kedalam
bentuk suruhan. Brgitu juga dengan sebaliknya apabila suatu perbuatan yang
dirasakan oleh manusia' mengandung kerusakan maka dalam bentuk hukum syara’
nya ialah larangan.setiap hukum selalu sejalan dengan akal manusia, dan begitu

juga dengan akal manusia yang sejalan dengan hukum syara’. 28

Sehingga dalam penelitian kali ini penulis akan mengkaji dengan menerapkan

kedalam teori maslahah mursalah. Yang dimana sebagai landasan hukum yang

25 Amir Syarifuddin,ushul figih, jilid 2 Jakarta kencana,2008 hal 366
% 1bid, hal 367
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dijadikan dalam penetapan hukum dengan mengambil landasan maslahah mursalah

ialah terdapat dalam Al-Qur’an surah Yunus:57 sebagai berikut:
il 53 3hg 30 3 W el K 5 pedlaegn Sel 38 WK

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dan
tuhanmu, penyembuh penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi

orang -orang yang berimanan”. 2’

Adapun pengertian dari maslahah mursalah ialah, maslahah (4sl<=x) berasal dari
kata shalaha (=l<) yang artinya ialah manfaat. Pengertian maslahah dalam bahasa
arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dan
pengertian secara umumnya ialah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi
manusia baik itu dalam artian menghasilkan keuntungan ataupun kesenangan.
Ataupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudratan dan

juga menolak keruskan. 28

Jadi setiap yang mengandung ‘manfaat' disebut ‘dengan ‘maslahah sehingga
mengandung dua sisi, yaitu menarik ataupun mendatangkan kemaslahatan dan juga

menolak atau menghindarkan kemudratan.

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk

sifat maushuf ataupun dalam bentuk khususnya ialah menunjukkan bahwa ia

27 Al-Qur’an dan terjemahnya Departemen Agama RI 2007
28 |bid, Amir Syarifuddin,ushul figih jilid 2 Jakarta kencana,2008 hal 368
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merupakan bagian dari al-maslahah. Maslahah sendiri terbagi kedalam tiga jenis

yaitu:

1. Maslahah al-mu’tabarah yaitu maslahah yang diperhitungkan oleh
syar’l baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Maslahah al-mulghah atau maslahah yang ditolak,yaitu maslahah yang
dianggap baik oleh akal,tetapi tidak diperhatikan oleh syara’ da nada
petunjuk syara’yang menolaknya.

3. Maslahah al-mursalaat atau yang disebut juga dengan istislah yaitu apa
yang dipandang baik oleh akal;sejalan dengan tujuan syara’dalam
menetapkan suatu hukuman namun tidak ada petunjuk syara’ysng
memperhitungksnnys dan juga tidak ada petunjuk syara’ yang

menolaknya.

Oleh karena itu pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini dengan
menggunakan maslahah al-mursalah yang dimana dalam pengambilan
pembahasan penulis mengambil pendapat kedua ulama kontemporer yaitu ulama
Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai status hukum zakat profesi.
Yang dimana dalil yang secara jelas dari Al-Qur’an maupun As-sunnah tidaklah
ada yang menjelaskan mengenai zakat profesi ini. Dengan batasan masalah yang

membahas mengenai status hukum zakat profesi secara komparatif, secara



sederhana  penulis dapat gambarkan dalam

{ Status Hukum }
Zakat IIDrofesi

Yusuf Al- Wahbah Az-
Qardhawi Zuhaili

Dengan mengambil metode
Maslahah al-mursalah

G. Langkah-langkah Penelitian

bagan

berikut

Penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode penelitian

21

ini:

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Book Survey

ataupun penelitian kepustakaan dan, metode Content. Analysis atau analisi isi.

Disebabkan dalam penelitian ‘ini ‘mengkaji pendapat dari dua ulama

kontemporer yang merujuk kepada sumber-sumber dari kedua ulama tersebut,

dalam bentuk analisis kepada buku-buku yang menjadi sangkut paut dari judul

yang akan dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber primer yang

digagas oleh kedua ulama tersebut yaitu dalam buku Figih Zakat (oleh Yusuf



Qardhawi) Figih Islam Wa-adillatuhu (oleh Wahbah Az-Zuhaili). Dan tidak
menutup kemungkinan mengambil sumber dari buku-buku yang terkait secara

langsung tentang zakat profesi.

. Jenis Data

Dalam penelitian ini dapat diperoleh data-data yang sesuai dengan
rumusan masalah yang dimana berhubungan dengan pendapat Yusuf

Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili tentang status hukum zakat profesi.

. Tekhnik Pengumpulan Data

Jenis-jenis data dari sumber data tersebut dikumpulkan dengan
menggunakan dalam tekhnik studi dalam kepustakaan, yaitu dengan
menganalisis perbandingan pendapat Dr. Yusuf Qardhawi dan Dr.Wahbah Az-
Zuhaili, dan termasuk juga sumber buku-buku yang lainnya yang berhubungan

dengan masalah status hukum zakat profesi.

. Analisi Data

Dengan sumber data yang sudah terkumpul maka penulis menggunakan
melalui pendekatan kualitatif, dalam pelaksanaan analis penelitian ini melalui

langkah-langkah sebagai berikut:

. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu
data tentang pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai

status hukum zakat profesi atau hukumnya zakat profesi.

22



. Dari data yang dikumpulkan diambil dari sumber kedua ulama tersebut maka
ditunjang dengan sumber-sumber lainnya yang membahas mengenai zakat
profesi.

. Mengklasifikasikan data yang sudah diperoleh untuk dijadikan sebagai suatu
pengelompokan, Dengan bertujuan penelitian yang akan dicapai.

. Tentunya memahami dan juga menelaah data yang sudah diklasisifikasikan.

. Menentukan hubungan data tentang status hukum zakat profesi dalam teori
yang sudah dikemukakan di dalam kerangka pemikiran.

. Menganalisis data tentang status hukum zakat profesi yang dikemukakan oleh
ulama Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili.

. Menarik kesimpulan dari data-data yang sudah dianalisis dengan melihat

rumusan masalah dan juga tujuan penelitian yang hendak akan dicapai

23
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